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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,
: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 87 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 87
Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754):

2.

3. Undang-Undang ...



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898),

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155),

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

109.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19),
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional,
Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan
Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16):
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4):

MEMUTUSKAN :



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 87 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 87 Tahun 2019
tentang Pedoman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 87), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah adalah Bupati.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hulu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu
Kabupaten adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum di wilayah kabupaten.

8. Pemilihan Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati secara langsung dan demokratis.

9. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan
kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Indragiri Hulu.

12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Indragiri Hulu.
13. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari

pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

3.
4.
5.

14. Belanja...



14.

15.

16.

17.

18.

10.

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam
APBD untuk diberikan kepada KPU/komisi independen pemilihan
kabupaten, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten dalam
rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah
Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah
Daerah dengan penerima Hibah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendaharawan Umum Daerah.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu selaku Bendaharawan Umum Daerah.
Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory
Syndrome-corona virus-2.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

4

Pasal 12

Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan
Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal li ayat (2),
KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten memberitahukan kepada
Bupati.
Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. memenuhi kebutuhan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal

dan program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang disebabkan pandemi Covid-19, dan

b. penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada
KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai
dengan NPHD yang telah ditetapkan.
Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan:
a. KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten terlebih dahulu

menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk melakukan
perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD,

b. Bupati...



(5)

b. Bupati berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah
kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan
diterima,

c. TAPD melakukan pembahasan bersama KPU Kabupaten dan/atau
Bawaslu Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara,

d. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU
Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten melakukan revisi anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

e. berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf
d, KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten memberitahukan
kepada Bupati.

Dalam hai Bupati tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan
KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten dinyatakan disetujui.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 14

Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicairkan langsung ke rekening KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu
Kabupaten yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh
kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan
sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan
ketentuan:
a. Tahap kesatu paling sedikit 40” (empat puluh persen) dari nilai NPHD,

dan
b. tahap kedua paling sedikit 6096 (enam puluh persen) dari nilai NPHD

dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan
suara.

Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Kabupaten
dan/atau Bawaslu Kabupaten menyampaikan terlebih dahulu laporan
penggunaan Hibah.
Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemerintah
Daerah tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU
Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten.
Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan tahap kesatu
melebihi 40X (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, kelebihan pencairan diperhitungkan dalam pencairan tahap
kedua.

4. Ketentuan...



4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 15
Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:
a. perubahan jumlah pasangan calon,
b. penghitungan dan pemungutan suara ulang,
C. pemilihan lanjutan, dan/atau
d. pemilihan susulan.
yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana
Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.
Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk
penyesuaian besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan
yang disebabkan dilakukannya Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak
lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
meliputi:
a. penyesuaian perubahan tahapan, jadwal dan Program Kegiatan

Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
atau

b. penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada
KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten untuk protokol
kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk
protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b meliputi kebutuhan:
a. alat pelindung diri,
b. santunan bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan dengan besaran

ditetapkan oleh Bupati,
Cc. penambahan jumlah tempat pemungutan suara:
d. penyesuaian honorarium bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan: dan
e. lainnya terkait keselamatan dan perlindungan bagi penyelenggara dan

pemilih.
Kebutuhan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, dapat diberikan dalam bentuk Hibah barang oleh Pemerintah Daerah
atau kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kebutuhan penambahan jumlah tempat pemungutan suara sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat memanfaatkan sarana dan
prasarana pemerintah melalui pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2),
dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah
diterima oleh KPU Kabupaten dan/atau Bawastu Kabupaten.Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah
pasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran danrincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan
tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanjahibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (4), tetap dilaksanakan.
Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), diperhitungkan setelah pengusulan pengesahan
pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Ketentuan ...



(1)

(2)

(3)

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:5.

Pasal 18
Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun
anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum
berakhir dn/atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekeningKPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten dan tidak disetor ke kas
daerah.
Penggunaan sisa untuk mendanai tahapan, jadwal dan program KegiatanPemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), oleh KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapatsisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu
Kabupaten wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan
pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Be
-Hukz
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BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 46.
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